
  

 

BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 
NOMOR 1 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang   :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua 

kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur    

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

11.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 

Tambahan LEmbaran Negara Nomor 5495); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5589) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83  Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5165); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 114); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 6057); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33); 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah 

kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standart Akuntansi Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1425); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018      

Nomor 157);  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 450); 

34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2016 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7); 



- 6 - 
 

 

 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2017  

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 

Nomor 7); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2018 Nomor 13); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2018 Nomor 2); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

dan 

BUPATI  SAMPANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

Pasal  1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan, memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional (LO); 

e. Laporan Arus Kas (LAK); 

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah. 
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Pasal  2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun 

Anggaran 2018 sebagai berikut : 

a. Pendapatan           Rp.1.697.685.706.523,24

 Belanja dan Transfer           Rp.1.688.227.124.511,17 

  Surplus           Rp.       9.458.582.012,07 

c. Pembiayaan : 

- Penerimaan            Rp.  121.293.689.024,60 

- Pengeluaran            Rp.                          0,00 

 Pembiayaan netto            Rp.  121.293.689.024,60 

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Th berkenaan  Rp.130.752.271.036,67 

 

Pasal  3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 

berikut : 

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah  

Rp. 15.801.565.186,82   dengan rincian sebagai berikut : 

a. Angaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.713.487.271.710,06 

b. Realisasi Rp. 1.697.685.706.523,24 

Selisih kurang Rp.     (15.801.565.186,82)    

2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah 

Rp.146.428.713.763,32 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Angaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.834.655.838.274,49 

b. Realisasi Rp .1.688.227.124.511,17 

Selisih kurang Rp.   (146.428.713.763,32) 

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / defisit sejumlah                            

Rp. 130.627.148.576,50 dengan rincian sebagai berikut : 

a. defisit setelah perubahan Rp.   (121.168.566.564,43) 

b. Realisasi Rp.        9.458.582.012,07 

Selisih lebih Rp.     130.627.148.576,50 

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah               

Rp. 125.122.460,17  dengan rincian sebagai berikut : 

a. Angaran Penerimaan Pembiayaan 

setelah perubahan Rp.    121.168.566.564,43 

b. Realisasi Rp.    121.293.689.024,60 

Selisih lebih Rp.           125.122.460,17              
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5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Angaran Pengeluaran Pembiayaan 

setelah perubahan Rp.                           0,00 

b. Realisasi Rp.                           0,00 

Selisih Rp.                           0,00 

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah                         

Rp. 125.122.460,17  dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Pembiayaan Netto 

setelah perubahan Rp.    121.168.566.564,43 

b. Realisasi Rp.    121.293.689.024,60 

Selisih lebih Rp.           125.122.460,17              

 

Pasal  4  

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut : 

a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal         Rp.     86.345.697.616,69 

b. Jumlah Saldo Anggaran Lebih (SAL) seba-   Rp.     86.345.697.616,69 

     gai penerimaan pembayaran tahun berjalan                     

c. Jumlah SILPA                     Rp.    130.752.271.036,67 

d. Jumlah Koreksi Kesalahan Pembukuan              Rp.                             0,00 

     Tahun sebelumnya 

e. Lain - lain               Rp.                             0,00 

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir                     Rp.    130.752.271.036,67 

 

Pasal  5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 

sebagai berikut : 

a. Jumlah aset                                                    Rp.  3.377.609.585.570,50 

b. Jumlah Kewajiban                                              Rp.       15.782.236.992,91 

c. Jumlah ekuitas dana                                          Rp.  3.361.827.348.577,59   

 

Pasal  6 

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 

Desember Tahun 2018 sebagai berikut : 

a. Kegiatan Operasional : 

     Jumlah Pendapatan LO            Rp.   1.784.352.308.393,82 

     Jumlah Beban LO Rp.   1.606.298.144.569,61 

          Surplus Kegiatan Operasional  Rp.      178.054.163.824,21 
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b.  Kegiatan Non Operasional : 

Surplus Penjualan Aset Non Lancar   Rp.            132.700.000,00 

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka  Rp.                             0,00 

Panjang 

Defisit Penjualan Aset Non Lancar     Rp.        (1.803.328.947,19) 

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka  Rp.                             0,00 

Panjang 

Surplus/Defisit Dari Kegiatan  Rp.                             0,00 

Non Operasional Lainnya 

Defisit Kegiatan Non Operasional   Rp.        (1.670.628.947,19) 

c.  Pos Luar Biasa : 

Pendapatan Luar Biasa                                Rp.                             0,00 

Beban Luar Biasa                                         Rp.                             0,00 

Surplus/Defisit Pos Luar Biasa                      Rp.                             0,00 

d. Surplus Laporan Operasional (LO) Rp.      176.383.534.877,02 

 

Pasal  7 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 

tahun 2018 sebagai berikut : 

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2018 Rp.       86.345.697.616,69 

b. Arus Kas bersih dari aktifitas operasi Rp.     321.858.905.319,07 

c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi     Rp.    (277.452.331.899,09)  

d. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp.                            0,00 

e. Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris Rp.                            0,00 

f. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Rp.      (44.406.573.419,98) 

g. Saldo akhir kas di BUD/kas daerah, Rp.      130.752.271.036,67 

Kas di BLUD, JKN, BOS  

h.  Saldo akhir kas di bendahara penerimaan       Rp.              38.282.200,00 

i. Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran Rp                             0,00 

j. Saldo akhir kas lainnya  Rp                             0,00 

k. Saldo akhir kas  Rp.      130.790.553.236,67  

             

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 

31 Desember tahun 2018 sebagai berikut : 

a. Ekuitas awal Rp.  3.200.875.388.792,64 

b. Surplus Laporan Operasional Rp.     176.383.534.877,02 

c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan Rp.                          (0,00)                   

d. Koreksi kesalahan mendasar Rp.     (15.431.575.092,07) 

e. Ekuitas akhir Rp.  3.361.827.348.577,59  
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Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g 

Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

atas pos-pos laporan keuangan.  

 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

2. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi; 

3. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

4. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan 

Kegiatan; 

5. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

7. Lampiran III : Laporan operasional; 

8. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; 

9. Lampiran V : Neraca; 

10.Lampiran VI : Laporan arus kas; 

11.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 

12.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

13.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 

14.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; 

15.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

16.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah; 

17.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 

18.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 

19.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

20.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 
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 21.Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek; 

22.Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang; 

23.Lampiran XIX :  Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir   

tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya. 

 

Pasal  11 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri 

dari : 

a. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahan daerah 

tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini; 

b. Laporan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

tercantum dalam Lampiran XXI  Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018. 

  

Pasal  13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang. 

 

   Ditetapkan di  :  Sampang 

   Pada tanggal    :  30  JuliS2019    

 

BUPATI SAMPANG, 

         

      ttd. 

H. SLAMET JUNAIDI 
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Diundangkan di :   Sampang 

pada tanggal :   30 Juli  2019 

 

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

ttd. 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM 

Pembina Utama Muda 
NIP. 1966071 1198809 1 001 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 1 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 173-1/2019 
  


